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3 PERATURAN DESA PUJOTIRTO
Ll KECAMATAN KARANGSAMBUNG

SR KABUPATEN KEBUMEN

e NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PUJOTIRTO

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai
wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan
secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran masyarakat desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip
kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, Dberkelanjutan,
berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga
menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil,
makmur dan sejahtera;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
' dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa
o Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

N Anggaran 2022;

. 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pmnbentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara

ub]ﬂ: Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Unda Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
b K‘euangan antara Pemermfah Pusat
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3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2

008 tent
Keterbukaan Informasi Publik Le ang
Republik  Indonesin 'I‘ahun( n;gggm Negara

Nomor
16\13);'1[1‘?111232:5\)‘? Lembaran Negara Republik Indonesia

4 U“dm\ﬂ'Ulldmls Nomor 12 Tahun
Pembentukan Peraturan Pergnd:f?gl-bn?:r:;:g
(Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan
Peraturan F’m‘undung-Undm'\gnn (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

S. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia Nomor 5495), sebagaimana
telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesmf
Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua

 atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahunr 20 14

 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
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10.

11.

12

13.

14.

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara
Repubik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Repubik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menter: Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusywaratan Desa (Berita Negara
Repubik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusvwaratan Desa (Berita Negara
Repubik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89)

Peraturan Menteri Dalam Negenn Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun

2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembmum




117/

18.

19.

20.

21.

228

23.

24.

25.

26.

2

28.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96 i)z
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran
Daerah Tahun 2016 Nomor 54 );

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 90 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Tahun 2016
Nomor 90 );

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2018 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 37 );

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa ( Lembar Daerah Tahun 2018
Nomor 66 )

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2
Tahun2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 2);
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Badan
Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2019 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber
Pendapatan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2019 Nomor 7 );

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun 2021 tentang
Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten
Kebumen Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2021 Nomor 53 );

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2021 Nomor 61 );

Peraturan Desa Pujotirto Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja ( Lembaran Desa
Pujotirto Tahun 2017 Nomor )

Peraturan Desa Pujotirto Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2019-2025
( Lembaran Desa Pujotirto Tahun 2019 Nomor );

oAt |
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- L ;mbaran Desa PuJotlrto Tahun 2020 Nomor 11), ity
30. Peraturan Desa Pujotirto Nomor 7 Tahun 2021 tentang
o ot Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 ( Lembaran N
b i Desa Pujotirto Tahun 2021 Nomor 9); E
e} 31. Peraturan Desa Pujotirto Nomor 10 Tahun 2021 tentang o

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

( Lembaran Desa Pujotirto Tahun 2021 Nomor 10);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUJOTIRTO
dan
KEPALA DESA PUJOTIRTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA PUJOTIRTO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pujotirto Tahun
Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa Rp. 1.790.025.400,00
2. Belanja Desa Rp. 1.770.025.400,00
Surpuls/Defisit Rp. 20.000.000,00
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 20.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. (20.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Rp.
Anggaran 0,00
Pasal 2
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Sy sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
e ' Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Desa ini.

Pasal 3
S bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :
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L - Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD,

mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak
yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya
diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang
Perubahan APB Desa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi
sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

memiliki dampak vang signifikan terhadap anggaran

dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh

kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal;
dan

e. berskala lokal desa.

a0

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan
Desa pada tahun berjalan

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
antar obyek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun
berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan
melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang
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ggal diundan

’ _: Desa Pujotirto
e 8 Desember 2021

Diundangkan di Desa Pujotirto
Pada tanggal : 8 Desember 2021
S DESA PUJOTIRTO

TOFIKUN
LEMBARAN DESA PUJOTIRTO TAHUN 2021 NOMOR 11
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6.2
6.2.2.

ARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PUJOTIRTO
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga

~ URAIAN ANGOARAN KETERANGAN
(Rp) :
, 2 3 4
PENDAPATAN
Pendapatan Asli Desa 2.000.000,00
Pendapatan Transfer 1.787.525.400,00
Pendapatan Lain-lain 500.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.790.025.400,00
BELANJA
Belanja Pegawai 370.708.320,00
Belanja Barang dan Jasa 342.077.080,00

1.007.740.000,00

49.500.000,00

JUMLAH BELANJA

1.770.025.400,00

SURPLUS / (DEFISIT) 20.000.000,00
PEMBIAYAAN
Pengeluaran Pembiayaan 20.000.000,00
Penyertaan Modal Desa 20.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTC (20.000.000,00)

&\\"\P&'\ KABL

0,00

Vi SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

OTIRTO, 31 Desember 2021
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LAMPIRAN

PERATURAN DESA PUJOTIRTC

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES/

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PUJOTIRTO

TAHUN ANGGARAN 2022

RE’::,:"EN » URAIAN A”‘ii‘;")‘“” SUMBERDANA
1 2 3 4 5
4. PENDAPATAN
41. Pendapatan Asli Desa 2.000.000,00
42 Pendapatan Transfer 1.787.525.400,00
43. Pendapatan Lain-lain 500.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.790.025.400,00
5. BELANJA
1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 497.443.400,00
1.1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional 426.554.900,00
Pemerintahan Desa
1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 36.000.000,00
1.1.01 51. Belanja Pegawai 36.000.000,00
1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 294.300.000,00
1102 | 51. Belanja Pegawai 294.300.000,00
1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 20.608.320,00
1.1.03 | 51. Belanja Pegawai 20.608.320,00
1.1.04 :'f)nyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD 54.644.580,00 | ADD, DLL, PAD, f
11.04 | 52. Belanja Barang dan Jasa 54.644.580,00
1.1.05 Penyediaan Tunjangan BPD 19.800.000,00 | ADD
11051 511" Belanja Pegawai 19.800.000,00
1.1.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam 1.202.000,00 | ADD
, Listrik dll)
1106 | 52. Belanja Barang dan Jasa 1.202.000,00
1.2 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 20.513.300,00
1.2.03 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Di 20.513.300,00 | PBH
pilih)
1.2.03 | 52. Belanja Barang dan Jasa 20.513.300,00
1.3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan 18.500.000,00
Kearsipan
1.3.02 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) 14.500.000,00 | DDS
13.02 | 52, Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00
13.02 | 53, Belanja Modal 9.000.000,00
1.3.05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 4,000.000,00 | DDS
13.05 | 52 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00
14. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan 31.875.200,00 J
Pelaporan ; Dl

—
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1.4.06
1.4.07

1.4.07
1.4.08
1.4.08

1.4.08

21.
2.1.01

21.01
2.1.06

2.1.06
2.1.06

2202

22.02
22.04
2204
2209

2209
2291

52.

5.2,

52,

52
53.

52

52
5.3.

5.2,

52

52

52

Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
‘Belanja Barang dan Jasa
:l)enyusman Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ

Belanja Barang dan Jasa

Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuang
an)

Belanja Barang dan Jasa

Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar
akat

Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan Sistem Informasi Desa

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Sub Bidang Pendidikan

Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa
(Honor, Pakaian dll)

Belanja Barang dan Jasa

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatar/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat
Peraga

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

Sub Bidang Kesehatan
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumi, Lamsia, Insentif)

Belanja Barang dan Jasa
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

Belanja Barang dan Jasa
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana
Posyandu/Polindes/PKD **

Belanja Barang dan Jasa
Fasilitasi P Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular da

n Endemik (HIV/AIDS/TB ParwDB

Belanja Barang dan Jasa
Subgmmmwpmm
Pemeliharaan Jalan Desa

Belanja Barang dan Jasa

9.000.000,00
6.728.000,00

6.728.000,00
3.287.200,00

3.287.200,00
2.860.000,00

2.860.000,00
10.000.000,00
1.000.000,00
9.000.000,00

1.062.800.000,00
83.700.000,00
18.700.000,00

18.700.000,00
65.000.000,00

1.200.000,00
63.800.000,00

107.350.000,00
14.350.000,00

14.350,000,00
85.000.000,00
85.000,000,00

4.000.000,00

4.000.000,00
4.000.000,00

4.000,000,00

861.750.000,00
683.470.000,00
4.050.000,00

679.420,000,00
57.780.000,00

57.780.000,00
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RE'I((:?IIENG AN A"ii‘:")"" SUMBERDANA
1 2 3 % 3

2390 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.460.000,00

2:3:90° |53, Belanja Modal 66.540.000,00

2.5. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 10.000.000,00

2591 Penghijauan/pelestarian lingkungan hidup 10.000.000,00 | DDS

2591 | 52 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00

3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 135.880.000.00

3.4 ;ub Bidakngt Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 22.500.000,00
asyaraka

3.1.02 i%ne%uatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe 19.000.000,00 | DDS

3.1.02 | 52. Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00

31.07 Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & 3.500.000,00 | pDS
Pelindungan Masy.

3.1.07 | 52. Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00

3.3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 74.000.000,00

3.3.05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaa 74.000.000,00 | DDS
n & Olahraga Milik Desa

3305 | 52. Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00

3.3.05 5.3. Belanja Modal 72.800.000,00

3.4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 39.380.000,00

3.4.02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 5.000.000,00 | DDS

3402 | 52. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00

3.4.03 Pembinaan PKK 8.980.000,00 | DDS

3.4.03 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 8.980.000,00

3.4.04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 20.400.000,00 | DDS

3404 | 52 Belanja Barang dan Jasa 20.400.000,00

3.4.92 Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa 5.000.000,00

3492 | 52 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00

4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 24.402.000,00

4.3. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 14.502.000,00

| Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 2.000.000,00 | DDS

4301 | 52 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00

4.3.02 Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 9.002.000,00 | DDS

4302 | 52 Belanja Barang dan Jasa 9.002,000,00

503 Peningkatan Kapasitas BPD 3.500.000,00 | DDS

4303 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00

4.4. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 7.900.000,00

a
4401 T::::i;gan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 7.900.000,00 { DDS
7.900.000,00
44.01 | 52. Belanja Barang dan Jasa
48. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 2.000.000,00
Halaman 3
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51.00 | 54. Belanja Tidak Terduga 12.500.000,00 '_ | i
| 83 Sub Bidang Keadaan Mendesak 36.000.000,00 i By
5.3.00 Penanganan Keadaan Mendesak 36.000.000,00 | ops
53.00 | 54. Belanja Tidak Terduga 36.000.000,00
JUMLAH BELANJA 1.770.025.400,00
SURPLUS / (DEFISIT) 20.000.000,00
6. PEMBIAYAAN
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 20.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTC (20.000.000,00)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00
—_ e
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